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ABSTRAK 

Skripsi yang berjudul Peran Modin Dalam Praktik Pemeriksaan Dokumen 

Perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan Menurut PMA 

Nomor 20 Tahun 2019. Skripsi ini memiliki tujuan untuk memperoleh jawaban atas 

persoalan berdasarkan dua pertanyaan: pertama, bagaimana peran modin dalam 

praktik pemeriksaan dokumen perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten 

Pasuruan. Kedua, bagaimana peran modin dalam praktik pemeriksaan dokumen 

perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek Kabupaten menurut PMA Nomor 20 

Tahun 2019. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 

pendekatan kualitatif. Metode dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan 

dokumentasi. Data yang telah didapatkan diolah menggunakan teknik editing dan 

organizing. Selanjutnya akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif induktif 

dengan menyusun data terkait peran-peran yang dijalankan oleh modin dalam 

pemeriksaan dokumen perkawinan di KUA Kecamatan Pohjentrek kemudian 

dianalisis menggunakan teori PMA Nomor 20 Tahun 2019. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran modin dalam pemeriksaan 

dokumen di KUA Kecamatan Pohjentrek adalah meneliti, menanyakan  kebenaran 

data kepada pengantin dan memvalidasi wali nasab pengantin dan mendaftarkan 

kehendak perkawinan serat melaksanakan pemeriksaan dokumen perkawinan. Hal 

tersebut didasarkan pada beberapa faktor. Pertama adalah adat, kemudian yang kedua, 

masyarakat terlalu menyepelekan praktik pemeriksaan, masyarakat menganggap 

bahwa pemeriksaan merupakan hal formalitas saja. Yang ketiga adalah masyarakat 

sibuk bekerja. Karena faktor yang dipercayakan oleh masyarakat dan pihak KUA 

tersebut menyebabkan adanya kesalahan yang terjadi pada beberapa buku 

perkawinan. Adapun pemeriksaan dokumen yang dilakukan oleh modin tidak 

memiliki kesesuaian dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dikarenakan yang 

seharusnya menjalankan pelaksanaan praktik pemeriksaan dokumen perkawinan 

tersebut adalah Pihak KUA/Penghulu/PPN LN, akan tetapi praktik pemeriksaan 

dokumen perkawinan yang terjadi di KUA Kecamatan Pohjentrek dilakukan oleh 

modin. Oleh karena itu, pelaksanaan Pasal 5 pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 di 

KUA Kecamatan Pohjentrek tidak dijalankan sebagaimana mestinya. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran. 

pertama pihak KUA diharapkan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat 

terkait pentingnya pemeriksaan agar masyarakat tidak meremehkan dan 

menyepelekan tahapan dalam pencatatan perkawinan karena hal tersebut memiliki 

pengaruh besar terhadap validitas buku perkawinan yang akan diterbitkan. pihak 

KUA diharapkan lebih menaruh perhatian dan  mengoptimalkan kembali praktik 

pemeriksaan dokumen serta mempertimbangkan pelaksanaan pemeriksaan dokumen 

perkawinan yang telah diatur dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019. 
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